e 1257/SEK. PT.W25-U/OT.1.6/V1/2025
Tgl. ;
Peiribiiiéitar 02 Juni 2025
Revisi -
Tgl. Efektif | 05 Juni 2025
Disahkan Sekretaris Pengadilan Tinggi Nusa
oleh Tenggara Barat/Atasan PPID
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM |
PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT
Jalan Majapahit Nomor 46 , Mataram, Nusa Tenggara Barat
Telp. (0370) 631081 | Fax. (0370) 622372
website: www.pt-mataram.go.id | e-mail : pengadilan.tinggi.mataram@gmail.com HMUSTAFA, S H.
NAMA SOP | SOP Pengujian tentang konsekuensi
DASAR HUKUM : KETERKAITAN:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang [1. SOP Pengumuman informasi
Keterbukaan Informasi Publik. 2. SOP Pengelolaan permohonan Informasi
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang |3. SOP Pengelolaan keberatan atas Informasi
Pelayanan Publik. 4. SOP Penanganan sengketa Informasi Publik
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 oleh Atasan PPID
tentang Organisasipdan '1(;ata Kerja Kepaniteraan c:an 5. SOP Penetapan dan pemutakhiran DIP
Kesekretariatan engadilan sebagaimana telah | . i :
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan ? ggg I;eng:jul;(an tenttan_g kc:n?ekuen.sij blik
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang : encokumeniasian Iniormas Publif yang
Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung dikecualikan
Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja PERINGATAN/CATATAN :
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